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ABSTRAK

Memperoleh upah merupakan suatu tujuan utama seorang pekerja dalam bekerja
kepada pengusaha, upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Upah
diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun
terkait pengupahan masih terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah, seperti yang
terjadi pada PT. NB. Pada tahun 2019 hampir setiap bulan terjadi keterlambatan, upah
terlambat dibayarkan selama 4 (empat) hari,keterlambatan paling lama 14 (empat belas)
hari.

Permasalahan yang dikaji adalah fenomena keterlambatan pembayaran upah pekerja
di PT. NB, upaya hukum pekerja dalam mendapatkan haknya terkait kasus
keterlambatan pembayaran upah PT. NB melalui undang-undang yang berlaku. Untuk
menjawab pertanyaan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan melalui
pengumpulan data, menyusun, menganalisa data, kemudian dijelaskan. Melalui
penelitian ini deskripsi, praktik dan faktor yang melatar belakangi keterlambatan
pembayaran upah diperoleh data dari Disnakertrans DIY. Upaya para pekerja dan juga
perusahaan diungkap untuk dikaji apakah upaya-upaya sudah dilakukan seperti diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya
keterlambatan pembayaran upah di PT. NB adalah pertama karena uang belum cair dari
pengusaha atau pusat, sehingga perusahaan menunggu uang pusat cair kemudian baru
bisa membayar upah. Namun ada juga permasalahan produk tidak laku, dan juga alasan
yang lain dikarenakan stok barang tidak ada, sehingga perusahaan kesulitan membayar
upah kepada pekerja dimana keuangan dari perusahaan tidak hanya digunakan untuk
memberikan upah terhadap pekerja, melainkan juga digunakan untuk kepentingan
pendanaan perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa para pekerja sudah
melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya terkait dengan keterlambatan
pembayaran upah, yaitu dengan melakukan beberapa bentuk kegiatan, yaitu melakukan
perundingan dengan pengusaha, melakukan mogok kerja, melakukan pelaporan ke
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta. Perusahaan juga melakukan upaya
untuk menyelesaikan permasalahan dengan pekerja, yaitu meminta kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta untuk memfasilitasi penyelesaian
perselisinan Hubungan Industrial terkait dengan upah.

Kata Kunci : Upah, Pekerja, Keterlambatan Pembayaran
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia  merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan
perekonomian yang cukup pesat diberbagai sektor, salah satu pendukung
pertumbuhan perekonomian yakni sektor usaha pembuatan produk. Kegiatan
perekonomian pada sektor usaha pembuatan produk sebagai sarana untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Perusahaan tersebut tidak terlepas dari konsep hubungan kerja antara pengusaha
dengan pekerja, hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan
penerima kerja untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan berupa
upah.! Hubungan antara kedua belah pihak yaitu pengusaha dengan buruh diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat

dalam pasal 50 sampai dengan pasal 66.2

Dalam dunia kerja pengusaha harus memberikan perlakuan yang layak terhadap
pekerjanya dan harus mentaati ketentuan dalam perundang-undangan yang mana
sudah tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa“Tiap-

tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghimpunan yang layak bagi

! purbadi Hardjoprajitno, dkk, Hukum Ketenagakerjaan, (Banten: Universitas Terbuka, 2007),
him.3.2.

2 1bid., him. 3.3.



kemanusiaan”. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
bahwa ”setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam hubungan kerja yang harmonis

dan ideal antara pengusaha dengan pekerja adalah suatu keharus.

Pengusaha dengan pekerja juga tidak terlepas dari perjanjian kerja, dalam Pasal
1601 KUHPerdata yang menjelaskan tentang perjanjian kerja bahwa suatu
perjanjian pihak yang satu si buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak si

majikan, selama waktu tertentu akan menerima upah.

Dalam perjanjian kerja tersebut tercipta hak dan kewajiban baik dari pihak
pengusaha atau pemberi kerja maupun pihak pekerja karena perjanjian kerja terdiri
dari unsur work atau pekerja dimana dalam perjanjian kerja harus ada pekerjaan
yang diperjanjikan, sehingga pekerjaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh
pekerja tetapi bisa dilakukan oleh orang lain atas seizin majikan sifat yang
dilakukan oleh pekerja tersebut sangat pribadi karena berkaitan dengan ketrampilan
atau keahliannya, maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia perjanjian

tersebut akan putus demi hukum.

Unsur perintah dari pengusaha terhadap pekerja adalah pekerja yang
bersangkutan harus tunduh dan melaksanakan pekerjaan perintah dari pengusaha
sesuai dengan perjanjian, dan unsur upah memegang peranan yang penting dalam
hubungan kerja namun bisa dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja yaitu

untuk mendapatkan upah, jika tidak ada upah tidak akan terjadi hubungan kerja.



Dengan perjanjian kerja tersebut menimbulkan prestasi bagi masing-masing
pihak, seperti pengusaha melakukan prestasi dengan memberikan upah kepada
pekerja yang telah bekerja kepada perusahaan sedangkan pekerja melakukan
prestasinya dengan bekerja kepada perusahaan tempat di mana pekerja tersebut

bekerja.

Dalam perjanjian kerja tersebut pasti sudah disepakati oleh kedua belah pihak
baik pekerja maupun buruh, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat
sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi empat
syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat

suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak
boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam perjanjian kerja para pihak harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya
sehingga tidak merugikan pihak lain. Apabila salah satu pihak melakukan
kesalahan dengan melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama maka

perjanjian tersebut terjadi wanprestasi.



Upah merupakan faktor yang sangat penting bagi pekerja namun terbilang
belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik oleh pengusaha, namun pada dasarnya
pengupahan menjadi hak pekerja yang mesti didahulukan dibanding kewajiban-

kewajiban lain yang harus dibayar oleh pengusaha.

Upah yang merupakan hak dari pekerja merupakan hutang yang harus
didahulukan pembayarannya oleh pengusaha.® Tertera dalam Pasal 95 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha
yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan  keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah
pekerja.* Telah disebut juga dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Ada banyak kasus keterlambatan pembayaran upah di DIY seperti direkam atau
dicatat di disnaker. Diantaranya adalah kasus keterlambatan pembayaran upah di
sebuah Perusahaan dengan nama PT. NB bergerak dalam bidang industri produk
ekspor, PT. NB mempunyai pekerja yang telah melakukan perjanjian kerja dengan
jelas dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Kasus ini tercatat karena
dilaporkan oleh perwakilan pekerja dengan serikat buruh di perusahaan tersebut.
Untuk membahas kasus ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ini

karena ada banyak kasus keterlambatan pembayaran upah dan didapat dari

% Ibid., him. 4.31.

* Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Disnakertrans DIY, maka mendorong penyusun untuk mengetahui lebih lanjut dan
melakukan penelitian dengan judul “Upaya Hukum Pekerja dalam Keterlambatan

Pembayaran Upah di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti
merumuskan masah yang akan diuraikan sebagai berikut :
1. Apa faktor-faktor keterlambatan pembayaran upah pekerja di PT. NB?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan para pekerja dalam kasus
keterlambatan pembayaran upah oleh PT. NB, dan apakah upaya-upaya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus
keterlambatan pembayaran upah pekerja PT. NB

b. Untuk menjelaskan upaya pekerja agar bisa mendapatkan haknya terkait
kasus keterlambatan pembayaran upah PT. NB melalui undang-undang
yang berlaku.

c. Untuk menganalisis kesesuaian upaya dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



2. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari peneliti ini

diantaranya adalah :

a. Secara Teoritis

Diharapkan supaya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu
pengetahuan khususnya llmu Hukum bidang perdata, terutama mengenai

keadilan bagi pekerja untuk memperoleh upah.

b. Secara praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, literatur
maupun bahan ilmiah bagi peneliti, pembaca, akademisi, dan umum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi mengenai
sanksi bagi pemilik usaha yang terlambat memberi upah terhadap
pekerja/buruh.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian yang kritis atau membahas suatu topik yang
telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuan yang telah diakui kepakaran dalam
bidangnya. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun
untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa judul penelitian
ini bukan merupakan hasil dari plagiasi dari penelitian lain maupun yang sudah ada

sebelumnya.



Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik terkait
keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja, penyusun tidak menemukan
hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang akan ditulis oleh penyusun
dalam skripsi ini. Namun ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik yang

hampir serupa dengan skripsi ini diantaranya yaitu.

Beberapa diantaranya itu adalah skripsi yang disusun oleh Armasyah Waliam
yang berjudul “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam™. Kajian ini
menjelaskan tentang sistem dalam pembayaran upah pekerja secara adil dan
menjelaskan secera jelas mengenai prinsip dasar pengupahan, Mekanisme
Pengupahan dan Mekanisme pembayaran upah menurut Islam. Kajian ini
menggunakan pendekatan normatif yuridis. Perbedaannya pada kajian Armasyah
Waliam prespektif yang digunakan dalam skripsi tersebut menggunakan prespektif
hukum islam dan menggunakan pendekatan normatif yuridis, sedangkan kajian

yang penulis gunakan prespektif hukum positif yaitu peraturan perundang-

undangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Selain itu terdapat juga skripsi yang disusun oleh Muhammad Yahya Sugri yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Tenagakerja di Yayasan

Masjid Syuhada”e. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan, pelanggaran

® Armansyah Waliam, ”Upah Berkeadilan Ditinjau dari Prespektif Islam”, Jurnal Stainkudus, 05,
Nomor 02, (November 2019).

® Muhammad Yahya Sugri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan Tenagakerja di Yayasan
Masjid Syuhada”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2018).



terhadap Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris Perbedaannya
skripsi karya Muhammad Yahya Sugri terletak pada pelanggaran terhadap Pasal 90
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan
sistem pengupahan terhadap pekerja, sedangkan kajiani ini membahas tentang
pelanggaran Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan terkait keterlambatan pembayaran upah pekerja.

Selain kedua karya di atas, terdapat karya-karya lain seperti karya karya Heri
Setiawan yang berjudul “Upah Pekerja/Buruh Prespektif Hukum Positif dan

Hukum Islam”’

. Karya ini membahas tentang standar kelayakan upah dalam hukum
Positif dan Hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis.
Perbedaannya kajian Heri Setiawan, permasalahan yang dibahas terkait kelayakan
upah pekerja/buruh dalam prespektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan
kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam keterlambatan
pembayaran upah pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Perlindungan Upah.

Skripsi lain adalah skripsi Asnidar yang berjudul “Studi tentang Perlindungan

dan Pemberian Upah Pekerja di PT. Japfa Comfeed Kota Makassar”,® dimana ia

" Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

® Asnidar, “Studi tentang Perlindungan dan Pemberian Upah Pekerja di PT. Japfa Comfeed



mengkaji mengenai upaya pelakasanaan perlindungan pembayaran upah yang
dilakukan oleh PT. Japfa Comfeed terhadap pekerja dan faktor penyebab terjadinya
perbedaan pemberian upah terhadap pekerja yang dibedakan lama masa kerja dan
tingkat jabatan pekerja. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis

empiris. Perbedaan dari kajian Asnidar terletak pada fokus penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang telah penyusun lakukan,
banyak yang membahas kajian terkait dengan perlindungan pembayaran upah
pekerja dan fokus kajian beragam serta dengan pendekatan yang berbeda. Namun
pada umumnya dua fokus dan dua pendekatan dalam kajian terhadap isi tersebut,
yaitu ada yang menggunakan pendekatan normatif yuridis dan ada juga yang
menggunakan yuridis empiris. Kajian dengan pendekatan nomatif yuridis dapat
dilihat pada kajian yang dilakukan oleh Armansyah Wiliam. Selain kajian
Armansyah Wiliam, terdapat kajian yang dilakukan oleh Heri Setiawan , akan
tetapi ada juga kajian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, seperti yang
dilakukan oleh Muhammad Sugri yahya. Namun Kajian Asnidar juga
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Meskipun mnggunakan pendekatan yang

sama tetapi fokus kajian mereka berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Adapun beberapa kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Kota Makassar,” Skripsi Jurusan PPKn Fakultas IImu Sosial Universitas Negeri Makkasar, 2014,
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1. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum dalam hukum perdata merupakan upaya yang diberikan oleh
undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk
melawan putusan hakim sebagai tepat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan
putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak

memenuhi rasa keadilan.®

Apabila dalam suatu perusahaan baik pengusaha maupun pekerja tidak
mendapatkan hak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati maka pihak
yang ingin memperoleh haknya dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terkait upaya hukum bagi pekerja yang mengalami perselisihan hubungan
industrial akibat tidak dipenuhi hak-haknya diatur dalam UUPPHI, upaya
hukum dapat ditempuh apabila pekerja tidak mendapatkan haknya oleh pihak
pengusaha akan dilakukan melalui jalur bipatrit, mediasi, konsiliasi, arbitrase,

atau pengadilan hubungan industrial.*

2. Teori Penyelesaian Sengketa

° Artikel DJKN, Upaya Hukum dalam Hukum Perdata, http://www.djkn.kemenkeu.go.id, akses 23

Mei 2020.

© AALC Dewi, “Upaya Hukum Bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat

Tidak Dipenuhinya Hak-Haknya oleh Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, http://ojs.unud.ac.id, akses 23 Mei 2020.


http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
http://ojs.unud.ac.id/
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Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang
bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh

kedua belah pihak.

Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti bertentangan atau konflik.
Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-

kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap pada satu objek permasalahan.**

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang

penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi
yang lebih disukai oleh salah satu pihak atau pihak yang lainnya. Kedua,
yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima
kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving
(pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua
belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan
situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikolog. Kelima in action (diam),

yaitu tidak melakukan apa-apa.*?

Pada dasarnya setiap perselisian Hubungan Industrial wajib diselesaikan

secara bipatrit sebelum mencapai pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial.

1 Winardi, Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung,
2007, him. 1.

2 R. Walida, Tinjauan Umum Mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Menurut
Sistem Hukum Indonesia, repository.unas.ac.id, akses 23 Mei 2020.
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Para pihak dalam bipatrit ini adalah wakil pengusaha dan wakil pekerja atau
serikat pekerja. Apabila secara bipatrit gagal, maka para pihak atau salah satu
pihak dapat menemukan altrnatif penyelesaian secara tripatit yaitu melalui

Mediasi, Konsiliasi, maupun Arbitrase."?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu jenis
penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian

yang telah penyusun tentukan yaitu di Disnakertrans DIY.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah
melalui pengumpulan data-data dari hasil wawancara, catatan pengamatan
lapangan, potret, dokumentasi perorangan, dan dukumen resmi. Sehingga dapat

dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.'*

3. Pendekatan Penelitian

13 Ujang Charda, “Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hubungan Industrial
dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, Jurnal
Universitas Subang, Vol 01, Nomor 01, (23 Mei 2020).

! Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 128.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dengan data yang
diperoleh dari lapangan.

. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer,

sekunder, dan tersier antara lain :

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung di
lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pegawa disnaker
dan para pekerja di PT. NB. Penyusun bertanya melalui online dengan
reponden sebanyak 10 orang dan 3 orang secara langsung untuk menanyakan
hal-hal yang diperlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun
informasi dalam penelitian ini adalah Pekerja bernama MA, DS, AN, AG,
DM, DR, RL, YD, GT, dan RD, Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Kerja
Tenagakerja Dinaskertrans DIY bernama R. Darmawan, Pengawas
Dinakertrans DIY bernama Addien Nulhag dan Wiwik.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan,
bahan-bahan hukum tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer
a. UUD 1945
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

terdapat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 66
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c. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1601
dan pasal 1320
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah
2) Bahan Hukum Sekunder yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari
bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal, skripsi,
artikel, internet, maupun sumber lain terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah

dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka
(facetoface), ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan

1> Wawancara dilakukan

masalah penelitian kepada seorang responden.
kepada Narasumber untuk mendapat informasi yang mendalam terkait
masalah yang diteliti yaitu alasan keterlambatan pembayaran upah dan upaya

hukum yang dilakukan pekerja. Dalam hal ini penyusun bertanya melalui

online dengan reponden sebanyak 13 orang untuk menanyakan hal-hal yang

> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), him. 82.
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diperlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun informasi dalam
penelitian ini adalah Pekerja sebanyak 10 Orang, Kepala Seksi Pengupahan
dan Jaminan Kerja Tenagakerja Dinaskertrans DIY 1 orang, Pengawas
Dinakertrans DIY 2 orang. Dengan metode wawancara ini diharapkan
mendapat data sebanyak mungkin, yang lebih dalam dari responden, karena
dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang kita perlukan yang

sukar diperoleh dengan teknik yang lain.
b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah dilakukan dengan membaca dan mencari informasi di
buku-buku, artikel, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian.
6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yakni dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif yakni setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk
uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni
dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke

khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.*®

G. Sistematika Pembahasan

® Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), him. 15.
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Sistematika pembahasan ini berisi beberapa bab dan sub bab sebagai gambaran

lebih jelas mengenai arah dan tujuan penulisan diantaranya sebagai berikut :

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang
masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang keterlambatan pembayaran upah,
maka dalam bab kedua diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pembayaran
upah yang terdiri dalam beberapa sub-sub yang meliputi; pengertian upah, jenis-
jenis upah, sistem pembayaran upah, ketentuan jumlah dan waktu pembayaran
upah, perlindungan upah, asas pengupahan, komponen upah, perjanjian kerja, serta
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, dan keterlambatan pembayaran upah
mencakup akibat hukum keterlambatan pembayaran upah pekerja berdasarkan

undang-undang.

Selanjutnya pada bab ketiga mendiskripsikan tentang Disnakertrans DIY dan Isu
Keterlambatan Pembayaran Upah terhadap para Pekerja dan Data Kasus
Keterlambatan Pembayaran Upah di Disnakertrans DIY. Bab ini juga memaparkan

tentang data keterlambatan pembayaran upah pekerja.

Bab empat terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: faktor penyebab
keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja, akibat hukum keterlambatan
pembayaran upah pekerja di PT. NB, serta upaya yang dilakukan pekerja untuk

memperoleh haknya terkait penerimaan pembayaran upah di PT. NB sesuai dengan
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ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sini dapat dilihat
apakah terlambat membayar upah terhadap pekerja yang dilakukan oleh pengusaha

harus dicegah, diminimalisir, atau harus tertib dibayarkan.

Bab kelima, merupakan penutup berupa kesimpulan skripsi yang peneliti tulis

dan saran masukan peneliti terhadap permasalahan yang telah diurikan peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya tentang keterlambatan pembayaran upah pekerja PT. NB, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah oleh PT. NB , vyaitu
dikarenakan penjualan kontener terhambat, kapal yang membawa produk
terbakaran sehingga menyebabkan uang belum cair, great produk baik hanya
15% sehingga kwalitas menurun mengakibatkan penjualan menurun, alasan
yang lain yaitu uang untuk membayar upah pekerja belum ditransfer dari pusat,
dan keuangan perusahaan menurun sehingga dana perusahan tidak hanya untuk
membayar upah pekerja melainkan juga untuk keperluan kelangsungan
perusahaan.

Dalam kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja PT. NB, mayoritas
pekerja sudah melakukan upaya hukum, yaitu melakukan perundingan dengan
pengusaha, melakukan mogok kerja dan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan
Yogyakarta dengan diwakili oleh serikat pekerja. Kemudian pengawas
Disnaker DIY melakukan pemeriksaan dan sudah memberikan teguran kepada

PT. NB apabila perusahaan terlambat membayar upah lagi maka akan

78
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dikenakan denda sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan.

B. SARAN

1.

Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada
masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, terutama bagi para pekerja PT. NB, agar mengetahui tentang
hukum dan bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku untuk menuntut haknya agar mendapatkan keadilan.
Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang mana perlu disempurnakan mengenai penjelasan sanksi
denda secara tegas karena kelalaian atau kesengajaan pengusaha yang
terlambat dalam membayar upah terhadap pekerja. Hal ini bertujuan agar
pengusaha berpikir dua kali atau takut menunda upah pekerja.

Terakhir bagi pengusaha yang sudah terlanjur terlalu sering menunda
membayar upah pekerja agar bisa lebih memahami peraturan perundang-
undangan yang sudah berlaku dan berhenti melakukan penundaan upah
pekerja. Bagi pekerja apabila mengalami keterlambatan pembayaran upah bisa
melakukan upaya untuk melakukan perundingan dengan pengusaha, apabila
tidak terselesaikan bisa melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

setempat.
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